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BUPATI TABANAN

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR  10  TAHUN 2020
TENTANG

PAKET KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE  2019 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN
Menimbang 
:
a.
bahwa penyebaran corona virus disease  2019   semakin meningkat dan meluas sehingga diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan secara cepat, sistematis dan terukur demi terwujudnya  Tabanan Sejahtera, Aman dan Berprestasi;
b. bahwa penanganan kesehatan corona virus disease  2019   berdampak langsung pada perekonomian masyarakat, sehingga perlu menjamin stabilitas ekonomi dan perlindungan sosial untuk pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan serta meringankan beban hidup masyarakat terhadap kebutuhan dasar;
c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan, perlu pengaturan secara komprehensif dalam Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease  2019;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Paket Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease  2019;
Mengingat
:
1.

Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3.
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);


5.
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 dilingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

M E M U T U S K A N:

Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG PAKET KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE  2019 
BAB I

 KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan. 
5. Paket Kebijakan adalah rangkuman alternatif  kebijakan  yang membutuhkan keterlibatan dan keterpaduan gerak lintas sector untuk mengantisipasi dan atau menghadapi pandemi.
6. Corona Virus Disease  2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2.
7. Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut PMI adalah setiap warga negara Indonesia yang telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
8. Rapid Test adalah metode skrining awal untuk mendeteksi antibodi, yaitu IgM dan IgG, yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus Corona.
9. Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disebut PSBB adalah merupakan pembatasan kegiatan tertentu dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
10. Care Charity adalah kepedulian sosial dalam bentuk amal. 
11. Charity Programme adalah program penggalangan bantuan atau amal peduli untuk membantu masyarakat, berupa kegiatan social atau lingkungan yang pelaksanaannya tidak terprogram.
12. Social distancing adalah tindakan pembatasan untuk mengendalikan infeksi nonfarmasi atau memperlambat penyebaran suatu penyakit menular.
13. Physical distancing adalah tindakan menjaga jarak fisik antara satu orang dengan orang lain.
14. Refocusing adalah penundaan belanja barang atau belanja yang tidak mendesak, dan belanja modal yang tidak urgen kebutuhannya. 
15. Online adalah istilah saat kita sedang terhubung dengan internet atau dunia maya, baik itu terhubung dengan akun media sosial kita, email dan berbagai jenis akun lainnya yang kita pakai atau gunakan lewat internet.
16. Media Daring adalah suatu media berjaringan yang dimana berkoneksi internet serba Online.
17. Delivery Service adalah pemberian pelayanan jasa yang baik pada masyarakat.
18. Work From Home adalah suatu istilah bekerja dari jarak jauh, lebih tepatnya bekerja dari rumah.
19. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disebut OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi 
20. Panic buying adalah  sebuah situasi di mana banyak orang tiba-tiba membeli makanan, bahan bakar, dll sebanyak mungkin karena mereka khawatir akan sesuatu yang buruk yang mungkin terjadi.
Pasal 2
Maksud dari Peraturan Bupati ini, sebagai landasan kebijakan pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan Pandemi COVID-19 di Kabupaten Tabanan.
Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan :

a. mewujudkan percepatan penanganan kesehatan terkait COVID-19.

b. mewujudkan percepatan penanganan dampak COVID-19 terhadap ekonomi.

c. untuk mewujudkan percepatan penanganan dampak COVID-19 terhadap masyarakat dalam bentuk Jaring Pengaman Sosial.
BAB II
RUANG LINGKUP 

Pasal 4

Ruang lingkup pencegahan dan penanggulangan pandemi COVID-19 meliputi :
a. strategi dan kebijakan; dan
b. mekanisme pelaksanaan.
BAB III

SRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bagian Kesatu 

Umum

Pasal 5
(1) Pemerintah Daerah melakukan pencegahan dan penanggulangan COVID-19.
(2) Pencegahan dan penanggulangan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat strategi dan kebijakan.

(3) Strategi dan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk melakukan penanganan COVID-19 pada  bidang :

a. kesehatan;

b. ekonomi;

c. jaring pengaman sosial;dan
d. penunjang.

Bagian Kedua

Bidang Kesehatan

Pasal 6
(1) Penanganan COVID-19 pada bidang kesehatan  sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) huruf a, dilakukan melalui strategi dan kebijakan.
(2) Strategi penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. meningkatkan daya tampung rumah sakit dalam menangani pasien COVID-19;

b. memastikan ketersediaan tenaga kesehatan terlatih dalam penanganan COVID-19;

c. memastikan ketersediaan alat pelindung diri untuk penanganan COVID-19;

d. menyiapkan rumah singgah bagi tenaga kesehatan yang bertugas di ruang isolasi dan rumah karantina bagi PMI, sekaligus menjamin kepulangan mereka diterima oleh masyarakat dan   keluarga;
e. meningkatkan semangat dan tanggung jawab kerja tenaga kesehatan;
f.   menerapkan sistem penanganan sampah secara khusus di wilayah isolasi; dan
g. melakukan sosialisasi secara berkelanjutan tentang bahaya virus corona dan pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat.
(3) Kebiajakan penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. menyiapkan Rumah Sakit Nyitdah sebagai Rumah Sakit   Darurat COVID-19;
b. menyiapkan tenaga medis tambahan yang terlatih dalam   penanganan COVID-19;
c. menyiapkan alat pelindung diri yang cukup bagi tenaga kesehatan baik di Rumah Sakit maupun di Pusat kesehatan masyarakat;
d. mewajibkan hotel dan penginapan yang ada di wilayah Kabupaten Tabanan sebagai tempat karantina bagi PMI dan tenaga medis yang merawat pasien COVID-19;
e. pemberian insentif bagi tenaga kesehatan yang terlibat dalam   pencegahan dan penanggulangan pandemi COVID-19;
f. Go Drop Box (penempatan tempat sampah di daerah layanan yang terisolasi COVID-19); dan
g. melakukan penyuluhan, penyemprotan disinfektan, pelaksanaan Rapid Test. 
Bagian Ketiga

Bidang Ekonomi

Pasal 7

(1) Penanganan COVID-19 pada bidang ekonomi  sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) huruf b, dilakukan melalui strategi dan kebijakan.

(2) Strategi penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. mempercepat penganekaragaman    pangan dan  memperkuat ketahanan pangan masyarakat;
b. mengoptimalkan produksi pertanian dari hulu sampai hilir;

c. pemberdayaan kelompok masyarakat yang terdampak COVID-19;

d. penyertaan modal kepada Bumdes dan Perusahaan   Daerah untuk membantu pemasaran produksi usaha mikro kecil menengah; dan 

e. pemberdayaan koperasi dan lembaga perkreditan desa untuk  membantu  masyarakat menengah  kebawah.

(3) Kebijakan penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pemanfaatan   pekarangan dan lahan disekitar untuk  dikembangkan sebagai penghasil pangan dalam  memenuhi kebutuhan pangan keluarga;
b. pangan  serasi  yang merupakan  sistem  pangan     terintegrasi dari hulu sampai hilir dimana Pemerintah Kabupaten Tabanan harus menjamin ketersediaan pertanian di hulu, baik benih, pupuk, saprodi, sampai pendampingan penyuluh. Kemudian di tengah akan dilakukan pemetaan kantong-kantong produksi dan di hilir dijaminkan pasarnya;
c. penyediaan bahan pokok terintegrasi berbasis badan usaha milik desa dengan  pemberdayaan kelompok masyarakat;
d. pemasaran produk usaha mikro kecil menengah melalui badan usaha milik desa dan badan usaha milik daerah; dan 

e. relaksasi kredit kepada koperasi dan lembaga perkreditan desa.

Bagian Keempat

Bidang Jaring Pengaman Sosial

Pasal 8
(1) Penanganan COVID-19 pada bidang jaringan pengaman sosial  sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) huruf c, dilakukan melalui strategi dan kebijakan.

(2) Strategi penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. mendata dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terkena dampak COVID-19 di wilayah PSBB dengan melibatkan forum komunikasi pimpinan daerah dalam distribusi sembako dan logistik lainnya yang menjangkau seluruh kecamatan;
b. pendataan    dan pemberian keringanan pinjaman kepada masyarakat terdampak COVID-19 yang dikoordinir oleh badan kerjasama antar desa  yang ada di setiap kecamatan yang disalurkan melalui unit pengelola kegiatan kecamatan;

c. mendata dan menampung stok ikan  dari  hasil  kelompok budidaya ikan untuk dapat disalurkan kepada masyarakat orang dalam pengawasan dan masyarakat luas; 

d. memenuhi kebutuhan harian warga    terdampak melalui pasar murah yang mengedepankan hasil produksi olahan lokal masyarakat Tabana;

e. memberikan himbauan       kepada pengelola destinasi wisata untuk melaksanakan Charity   Programme   untuk pengadaan alat pelindung diri; 

f. mengantisipasi ketersediaan stok cadangan     pangan melalui pendataan kebutuhan pangan selama pandemi dan kebutuhan cadangan apabila pandemi berlanjut; dan

g. mengkoordinasikan  kebutuhan  akses   dalam   penyediaan distribusi logistik pangan, pendidikan, kesehatan dan pertanian  apabila COVID-19 berlanjut baik dalam lingkup kabupaten maupun antar kabupaten/kota.

(3) Strategi penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pemberian sembako bagi keluarga arang dalam pengawasan dan pendistribusian  logistik bagi wilayah pembatasan sosial oleh Forkopimda melalui COVID-19 Care Charity berbasis kecamatan;
b. pemberian pinjaman  lunak oleh badan kerjasama antar desa yang disalurkan melalui unit pengelola kegiatan (UPK)  kecamatan;
c. pemberian   ikan       konsumsi dan pasar murah bersama dinas perindustrian dan perdagangan;
d. melaksanakan  pasar murah  dengan        pola   ganjil      genap bagi masyarakat yang terdampak  COVID-19; 

e. charity   programme   destinasi wisata berupa pengadaan alat pelindung diri bagi tenaga kesehatan dan seluruh petugas serta pengunjung destinasi wisata melalui Satgas  COVID-19 Kabupaten Tabanan;
f.   penambahan stok cadangan pangan untuk warga terdampak COVID-19; dan
g. pengaturan pembatasan di bidang transportasi dalam tanggap darurat COVID-19.
Bagian Kelima

Bidang Penunjang

Pasal 9
(1) Penanganan COVID-19 pada bidang penunjang  sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) huruf d, dilakukan melalui strategi dan kebijakan.

(2) Strategi penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pencegahan   penyebaran  pandemi  COVID-19 melalui social distancing/ physical distancing; dan
b. mengharuskan pelayanan publik dilakukan secara Online untuk mencegah tatap muka secara langsung.
(3) Strategi penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. merancang kebijakan strategis   penanganan COVID-19 serta kebijakan refocusing APBD 2020 dalam rangka penanganan COVID-19 dan dampak yang ditimbulkannya.

b. melakukan transaksi keuangan belanja daerah dan pelayanan pemungutan PAD menggunakan transaski non tunai melalui sistem Online.
c. melaksanakan kegiatan rapat kerja, sidang paripurna, dan koordinasi dengan kabupaten/kota lain dengan media daring
d. Delivery Service untuk dokumen yang diterbitkan oleh instansi pelayanan publik;
e. Work From Home aparatur sipil negara secara bertanggungjawab.
f. pelaksanaan protap pelayanan perijinan dan non prijinan tanpa verifikasi lapangan dan memaksimalkan pelayanan perijinan melalui Online Single Submission;

g. pencegahan Panic Buying melalui pemantauan ketersediaan logistic;
h. kegiatan membaca dari rumah lewat aplikasi e-perpustakaan Kabupaten Tabanan; dan
i. penerapan belajar dari rumah melalui media daring dengan menambah muatanlokal dan prilaku hidup bersih dan sehat. 
BAB IV
MEKANISME PELAKSANAAN
Pasal 10
(1) Pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan pandemi COVID-19 pada bidang kesehatan, bidang ekonomi dan bidang jaring pengaman sosial dilakukan oleh: 
a. dinas kesehatan;
b. badan rumah sakit umum daerah;
c. dinas lingkungan hidup;
d. dinas perhubungan;
e. dinas tenaga kerja;
f. dinas pertanian;
g. dinas ketahanan pangan;

h. dinas perikanan;
i. dinas koperasi;

j. usaha kecil dan menengah;

k. dinas perindustrian dan perdagangan;dan

l. dinas sosial.
(2) Mekanisme pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan COVID-19 ditindaklanjuti oleh setiap PD yang ada di Kabupaten Tabanan sesuai dengan kerangka regulasi berupa :
a. surat edaran; dan/atau
b. instruksi.
BAB V

PENUTUP

Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.





Ditetapkan di Tabanan





pada tanggal 1 April 2020

BUPATI TABANAN,

                                                          t.t.d
     
NI PUTU EKA WIRYASTUTI
Diundangkan di Tabanan

pada tanggal 1 April 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

                          t.t.d
            I GEDE SUSILA
BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN  2020 NOMOR 10
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